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ABSTRAK 

Dalam setiap sengketa tetap akan merugikan salah satu pihak, terutama 

tertanggung karena premi yang dibayarkan tidak dapat di klaim. Perusahaan 

asuransi berargumen bahwa gugurnya kewajiban mereka dikarenakan adanya 

klausul kontrak yang tidak dilaksanakan oleh tertanggung. Dalam mediasi pada 

dasarnya setiap pihak yang bersengketa sebelum membuat laporan ke LAPS SJK 

sudah terlebih dahulu melewati rangkaian musyawarah namun tidak mencapai 

mufakat, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga lebih 

menguntungkan pemohon. Maslahat dalam pengertian maqa>s}id Asy-Syari>‟ah  

menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. 

Tertanggung mengasuransikan jiwa dan hartanya guna mencapai kehidupan yang 

maslahat, namun maslahat tersebut akan tidak tercapai jika penanggung tidak 

menyalurkan hak tertanggung dengan baik. 

Metode penelitian ini ialah kualitatif dan termasuk kedalam jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis, filosofis, dan normatif. 

Bahan atau data penelitian berasal dari dokumentasi dan wawancara langsung 

maupun sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun 

data yang digunakan penyusun adalah data primer berupa hasil wawancara dengan 

kepala divisi penyelesaian sengketa LAPS SJK. Metode analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini 

digunakan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa asuransi di 

LAPS SJK. 

Sebelum pemohon mendaftarkan penyelesaian sengketa asuransi di LAPS 

SJK, pemohon telah melakukan analisis apakah upaya penyelesaian melalui 

mediasi ataupun arbitrase yang lebih menguntungkan baginya. Keberhasilan 

penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase di LAPS SJK ialah karena 

putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta 

mengikat para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 

secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 

Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. LAPS SJK akan 

mengedepankan prinsip utama yaitu keadilan. Prinsip ini menghendaki majelis 

arbiter untuk menentukan putusan arbitrase berdasarkan prinsip maslahat. 

Maslahat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase diharapkan menghasilkan 

putusan yang tetap bersifat memaksa namun dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban para pihak. 

Kata Kunci: Asuransi, Sengketa, Mediasi, dan Arbitrase 
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ABSTACT 

In any dispute, it will still harm one of the parties, especially the insured because 

the premium paid cannot be claimed. Insurance companies argue that the loss of 

their obligations is due to a contract clause that is not implemented by the 

insured. In mediation, basically every disputing party before making a report to 

LAPS SJK has already gone through a series of deliberation but did not reach a 

consensus, the arbitration award has permanent legal force so that it is more 

beneficial to the applicant. Maslahat in the sense of maqa>s}id Asy-Syari>‟ah  

emphasizes the essential goals to be achieved by Islamic law. The insured insures 

his life and property in order to achieve a beneficial life, but this benefit will not 

be achieved if the insurer does not distribute the insured's rights properly. 

This research method is qualitative and is included in the type of field 

research (field research) with juridical, philosophical, and normative approaches. 

Research materials or data come from documentation and direct interviews as 

well as other sources related to the object of research. The data used by the 

compiler is primary data in the form of interviews with the head of the dispute 

resolution division of LAPS SJK. The data analysis method used in this research 

is descriptive analysis method. This method is used to describe the settlement of 

insurance disputes at LAPS SJK 

Before the applicant registers for insurance dispute resolution at LAPS SJK, 

the applicant has analyzed whether the settlement through mediation or 

arbitration is more profitable for him. The success of insurance dispute resolution 

through arbitration at LAPS SJK is because the arbitration award is final and has 

permanent legal force and is binding on the parties. If the parties do not 

implement the arbitral award voluntarily, the award is executed based on an 

order from the Head of the District Court at the request of one of the disputing 

parties. LAPS SJK will prioritize the main principle, namely justice. This principle 

requires the arbitral tribunal to determine the arbitral award based on the benefit 

principle. The benefits of resolving disputes through arbitration are expected to 

produce decisions that are still coercive but with due regard to the rights and 

obligations of the parties. 

Keywords: Insurance, Disputes, Mediation, and Arbitration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Materai 
 

Rp. 6000,- 

 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  : Nicho Hadi Wijaya, S.H. 

NIM    :20203011025 

Program Studi   : Magister Ilmu Syari‟ah   

Fakultas   : Syari‟ah dan Hukum 

 

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil 

penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya 

dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri 

atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

 

 

Yogyakarta, 01 Maret 2022 

Saya yang menyatakan, 

 

 

Nicho Hadi Wijaya, S.H.  

NIM: 20203011025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

Motto 

Selesaikan apa yang telah kau mulai! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam teruntuk 

kekasih-Nya 

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk: 

Ibuku  tercinta dan terkasih Dahlia dan Ayahku Nabahan,  tanpa doa mereka 

rasanya mustahil putra sulungnya sampai di titik ini 

Adikku yang baik hati maupun rupa Ardina Lukita, serta 

 

guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan 

Almamaterku Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

TERIMAKASIH☺ 



 

ix 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab 
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Alīf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B be ب

 ta‟ T te خ

 ṡa‟ ṡ eṡ (dengan titik di atas) ز

 jim J je ج

 ḥa ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 żal Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R er ز

 Zai Z zet ش

 Sin S es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ eṣ (dengan titik di bawah) ص



x 

 

 

 ḍaḍ ḍ ḍe (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‟ ṭ ṭe (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ẓet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 gaīn G geج ؽ

 Fa F ef ف

 qaf Q ki ق

 kaf K ka ك

 Lam L el ه

ً mim M em 

ُ nun N en 

ٗ wau W we 

ٓ Ha‟ H ha 

 hamzah ꞌ apostrof ء

ٛ Ya Y ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Sunnah سُح

 illaih„ عهح



xi 

 

 

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

 

a. Bila ta‟ marbūṭah di dimatikan ditulis h. 

 

 Al-Ma>‟idah انًا ءد ج

 Isla>miyyah إ سلا ييح 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ًذا ْةيقا ر َح ان
 

karāmah al-auliyā‟ 

 

IV. Vokal Pendek 

 

 ـَ
fatḥah A 

 ـِ
Kasrah I 

 ـُ
ḍammah U 

 

V. Vokal Panjang 

 

fatḥah + alif Ā ٌ إ ستحسا Istih}sa>n   

fatḥah + alif layyinah/ya‟  mati Ā أ َثى Unsa>  

Kasrah + ya‟  mati Ī  انعهٕاَى Al-ˊA>lwa>ni> 

ḍammah + wau mati Ū  عهٕ و U>lum  



 

 

VI. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya‟ mati Ai غيز ْى  Gairimin 

fatḥah + wau mati Au قٕل Qaul 

 

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 

Apostrof 

 a‟antum أأ َتى

 u‟iddat أعدخ

 La‟in syakartum لااٌ ثكز تى 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 

 al-Qur‟ān انقزأٌ

 al-Qiyās انقياس

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 Ar-risa>lah انز سا نح 

 ‟<An-Nisa انُسا ء 

 

IX. Penyusunan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

 Ahl ar-Ra‟yi أْم انز أي 

 Ahl as-Sunnah  أْم انسُح 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor yang berperan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia adalah usaha 

perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 

atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang ditimbulkan dari 

suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.1 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) terdapat 25 asuransi umum unit usaha syari‟ah, 3 asuransi umum 

full syari‟ah, 19 asuransi jiwa unit syari‟ah, 5 asuransi jiwa full syari‟ah dan 3 

perusahaan reasuransi.2  

Pada prinsipnya, asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset 

dan/atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko 

tertentu melalui akad (perikatan).3 Karena berdasarkan prinsip tolong-menolong 

maka setiap orang atau pihak yang terdapat dalam asuransi akan memberikan 

ataupun mendapatkan kebermanfaatan satu sama lain. Kebermanfaatan yang 

didapat berdasarkan pembayaran premi, premi ialah suatu harga yang ditetapkan 

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, pasal 1 ayat (1)  

2
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftr-

PerusahaanAsuransiUmumJiwadanReasuransidenganPrinsipSyariah/Daftar%20Perusahaan%20%

20Asuransi%20Umum%20dan%20Reasuransi%20Syariah.pdf  Akses Pada 15 Oktober 2021 

3
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftr-PerusahaanAsuransiUmumJiwadanReasuransidenganPrinsipSyariah/Daftar%20Perusahaan%20%20Asuransi%20Umum%20dan%20Reasuransi%20Syariah.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftr-PerusahaanAsuransiUmumJiwadanReasuransidenganPrinsipSyariah/Daftar%20Perusahaan%20%20Asuransi%20Umum%20dan%20Reasuransi%20Syariah.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftr-PerusahaanAsuransiUmumJiwadanReasuransidenganPrinsipSyariah/Daftar%20Perusahaan%20%20Asuransi%20Umum%20dan%20Reasuransi%20Syariah.pdf


2 

 

 

 

perusahaan asuransi/penanggung untuk mengambil alih risiko dan memikul beban 

kemungkinan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak.4 Ketika 

terjadi kerugian maka tertanggung akan melakukan pengajuan klaim kepada 

penanggung, jika sudah memenuhi semua persyaratan maka penanggung akan 

melakukan ganti kerugian yang dialami tertanggung berdasarkan ketentuan dalam 

kontrak diawal akad. Proses pencairan klaim sangat bergantung pada rasio 

profitabilias dan rasio likuiditas keuangan perusahaan asuransi. Rasio 

profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen yang diperoleh 

dalam hubungannnya dengan penjualan maupun investasi.5 Sedangkan rasio 

likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendek secara tepat waktu.6
 

Tidak semua proses pencairan klaim yang diajukan oleh tertanggung akan 

diterima oleh perusahaan asuransi. Berbagai faktor menjadi penyebab tidak 

diterima oleh perusahaan asuransi, diantarnya ialah karena tidak terpenuhinya 

syarat klaim berdasarkan kontrak di awal akad. Misalnya dalam asuransi jiwa, jika 

pemegang polis meninggal karena bunuh diri, maka klaim tersebut tidak akan 

diterima oleh penanggung serta berbagai problem lain yang mengakibatkan 

terjadinya hambatan pencairan klaim. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya 

sengketa antara keduabelah pihak.  

Penyelesaian sengketa dapat dilselesaikan melalui badan arbitrase, aribtrase 

pun terbagi menjadi dua: arbitrase ad hoc dan arbitrase institusi, contohnya, 

                                                           
4
 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4 (Yogyakarta: Danau Bakti Wakaf, 1996), 

hlm. 108. 

5
 Fahmi Irham, Analisis Kinerja Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68. 

6
  Ibid. hlm. 59. 
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Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Proses keduanya mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak 

(final and binding). Agar putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, 

maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibacakan 

harus segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Dalam penyelesaian sengketa 

asuransi selain melalui Pengadilan Negeri maupun BANI, dapat juga melalui 

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).  

Namun dikutip dari laman resmi BMAI, terhitung 31 Desember 2020, 

BMAI dinyatakan berhenti operasional dan akan memasuki masa transisi selama 6 

(enam) bulan terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. 

Selama masa transisi BMAI akan menyelesaikan sengketa yang masuk sebelum 

31 Desember 2020. Untuk sengketa baru akan langsung dialihkan ke Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang akan 

mengambil alih tugas/fungsi dan peran BMAI untuk menerima dan menyelesaian 

segala pengaduan sengketa klaim dan manfaat polis Asuransi yang diadukan oleh 

pemegang polis atau tertanggung sejak 1 januari 2021.
7
 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS 

SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan 

pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan 

asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan 

kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan POJK/61/2020, dan mulai 

                                                           
7
 http://www.bmai.or.id/ Akses Pada 02 Maret 2022 

http://www.bmai.or.id/
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beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin 

operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS 

yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, 

LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada 

penyelesaian sengketa di bidang Fintech.
8
 

Mengutip data yang dikeluarkan oleh LAPS SJK, terhitung mulai Januari-

Desember 2021 sudah terdapat banyak kasus pengaduan penyelesaian sengketa.9
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Pengaduan Penyelesaian Sengketa Di LAPS SJK. 

Berdasarkan grafik pada gambar, menujukan bahwa tidak sedikit berkenaan 

dengan sengketa asuransi yang ada di Indonesia. Sebab terjadinya sengketa antara 

tertanggung dan pihak asuransi umumnya dikarenakan keterlambatan pencairan 

                                                           
8
 https://lapssjk.id/ Akses Pada 02 Maret 2022 

9
 http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18 Akses Pada 25 Oktober 2021 

https://lapssjk.id/
http://www.bmai.or.id/Content.aspx?id=18


5 

 

 

 

klaim. Likuiditas keuangan yang dialami oleh perusahaan asuransi menambah 

catatan dalam sengketa klaim asuransi. terdapat 5 perusahaan asuransi yang 

mengalami gagal bayar, diataranya, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Bakrie Life, PT Asuransi Bumi 

Asih Jaya, dan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.10
  

Dalam proses penyelesain sengketa asuransi melalui LAPS SJK secara 

prosedur tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa di BMAI. Penyelesaian 

sengketa dapat melalui mediasi ataupun arbitrase, dimana para pihak yang ingin 

menyelesaikan sengketanya melalui mediasi ataupun arbitrase harus terlebih 

dahulu memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di LAPS SJK dengan 

memilih melalui mediasi ataupun arbitrase.  

Sengketa asuransi yang banyak ditangani oleh LAPS SJK umumnya 

dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara klausul kontrak diawal akad dengan 

realisasi kontrak diakhir akad. Misalnya pada asuransi pendidikan, tujuan orang 

tua mendaftarkan anaknya pada asuransi pendidikan ialah untuk meringankan 

beban biaya pendidikan untuk anaknya dikemudian hari. Namun pada saat 

waktunya anak tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan, disisi lain terdapat 

problem yang mengakibatkan penundaan pencairan klaim kemudian 

mengakibatkan terjadinya sengketa. Maka dalam situasi tersebut sekalipun dapat 

diselesaikan di LAPS SJK dengan mengedepankan prinsip win-win solution tetapi 

tertanggung tetap mengalami kerugian akibat adanya hal yang mengakibatkan 

tertundanya pencairan klaim. Sementara dalam menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga  penyelesaian sengketa, LAPS SJK sepanjang tahun 2021 menerima 175 

                                                           
10

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-

5-asuransi-ini-bikin-tertanggung-teriak Akses Pada 25 Oktober 2021 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200816100319-17-180132/kacau-gagal-bayar-5-asuransi-ini-bikin-nasabah-teriak
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pengaduan, pengaduan tersebut diantaranya ialah pengaduan untuk mediasi dan 

arbitrase. Namun tidak semua pengaduan masuk pada ranah mediasi dan arbitrase, 

dalam kata lain terdapat beberapa pengaduan yang sudah dapat diselesaikan 

sebelum memasuki ranah mediasi dan arbitrase dikarenakan permasalahan yang 

ringan dan kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk berdamai. Terhadap 

Pengaduan semacam itu Pengurus LAPS SJK akan menyelenggarakan Fasilitasi 

(Facilitation) dengan Fasilitator dari salah satu Pengurus LAPS SJK atau personil 

Sekretariat LAPS SJK yang telah memiliki sertifikat Mediator. Maka jika 

dipresentasekan dari jumlah 175 pengaduan tersebut ialah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2 

Pengaduan Sengketa Asuransi Di LAPS SJK 

Berdasarkan data tersebut, penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase 

cenderung lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mediasi sangat 

mungkin kurang diminati karena pada dasarnya setiap pihak yang bersengketa 

sebelum membuat laporan ke LAPS SJK sudah terlebih dahulu melewati 

rangkaian muasyawarah yang tidak diakhiri mufakat. Artinya antara keduabelah 
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pihak tidak ada titik temu (saling ngalah), maka arbitrase menjadi solusi terbaik 

bagi keduabelah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Namun dalam setiap 

sengketa tetap saja akan merugikan salah satu pihak, sebab pada saat terjadi 

sengketa secara otomatis akan ada penundaan pencairan klaim. Terlebih dalam 

beberapa kasus sengketa asuransi, tertanggung cenderung menjadi korban karena 

bebagai problem saat pencairan klaim. Pihak perusahaan asuransi umumnya 

berargumen bahwa gugurnya kewajiban mereka diakenakan adanya klausul 

kontrak yang tidak dilaksanakan oleh tertanggung. Permasalahan tersebut 

menyebabkan kerugian bagi tertanggung serta mengakibatkan menurunya 

kepercayaan masyarakat kepada pihak asuransi. Jika ditinjau berdasarkan 

kemaslahatan dalam hal ini memelihara jiwa dan memelihara harta dll, artinya 

tertanggung yang mengasuransikan kesehatan jiwa atau hartanya bertujuan untuk 

menjaga harta maupun jiwa atau paling tidak meminimalisir kerugian yang 

dialaminya, agar terjaga.  

Maslahat dalam pengertian maqa>s}id Asy-Syari>‟ah menekankan kepada 

tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan 

esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara 

kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. 

Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-

khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa 

Hadirnya LAPS SJK sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan 

antara tertanggung dan penanggung dengan mengedepankan putusan yang adil, 

artinya dalam setiap sengketa sebisa mungkin tidak ada pihak yang dirugikan. 
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Tetapi pada dasarnya munculnya sengketa adalah karena ada pihak yang merasa 

dirugikan. Oleh karenanya penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK dengan 

prinsip keadilan sangat mungkin tetap merugikan salah satu atau bahkan 

keduabelah pihak tersebut. Sementara dalam asuransi, tertanggung 

mengasuransikan jiwa dan hartanya guna mencapai kehidupan yang maslahat, 

namun maslahat tersebut akan tidak tercapai jika penanggung tidak menyalurkan 

hak tertanggung dengan baik, hal ini didukung dengan beberapa kasus 

penanggung terlambat mencairkan klaim asuransi hingga gagal bayar klaim 

kepada tertanggung.  

Berdasarkan uraian di atas, sengketa antara penanggung dan tertanggung 

yang diselesaikan di LAPS SJK harus ditelaah secara terperinci tentang 

bagaiamana prosedur maupun proses penyelesaian sengketa asuransi di LAPS 

SJK sehingga para pihak yang bersengketa cenderung lebih memilih arbitrase 

dibandingkan mediasi. Selain itu telaah juga harus dilakukan mengenai dampak 

kerugian materiel dari setiap sengketa di LAPS SJK, karena dalam konteks 

penyelesaian sengketa asuransi harus tetap menghasilkan maslahat bagi 

keduabelah pihak yang bersengketa.  

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 

ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa penyelesaian sengketa arbitrase di LAPS SJK lebih banyak 

digunakan? 

2. Apa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara klausul kontrak di 

awal akad dengan realisasi kontrak di akhir akad? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyebab penyelesaian sengketa asuransi melalui 

arbitrase lebih banyak digunakan di LAPS SJK. 

2. Bertujuan untuk melakukan analisa faktor penyebab ketidaksesuaian 

antara klausul kontrak diawal akad dengan realiasasi kontrak diakhir 

akad. 

Manfaat  pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan 

penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK 

2. Memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa asuransi melalui 

LAPS SJK 

3. Menambah sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan 

sengketa asuransi. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan judul tentang penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK 

berikut penyusun lampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul 

terkait: 

Nurlaila Adhani dengan judul tesis “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, 

Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru‟ pada Asuransi Jiwa 

Syari‟ah di Indonesia.” Pada penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa 

hubungan antara pendapatan premi dan cadangan dana tabarru‟ yang berpengaruh 

positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pendapatan premi merupakan 

faktor penting dalam peningkatan cadangan dana tabarru‟. Hasil investasi yang 
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signifikan terhadap cadangan dana  tabarru‟ dan koefisien variable hasil investasi 

yang positif merunut analisis peneliti menunjukan bahwa hasil investasi memiliki 

peran paling besar dalam peningkatan cadangan dana tabarru‟. Hubungan positif 

namun tidak signifikan antara klaim dan cadangan dana tabarru‟ menurut peneliti 

menunjukan bahwa meskipun selama periode penelitian terjadi peningkatan klaim 

namun tidak terlalu berdampak buruk terhadap cadangan dana tabarru‟. 

Berdasarkan hasil interprestasi model secara keseluruhan, terlihat pendapatan 

premi dan hasil investasi masih mampu mereduksi dampak buruk kenaikan klaim 

terhadap cadangan dana tabarru‟.11  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Adhani dengan judul 

tesis “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim terhadap 

Cadangan Dana Tabarru‟ pada Asuransi Jiwa Syari‟ah di Indonesia”, dengan 

penelitian yang akan penyusun teliti adalah terletak pada urgensi permasalahan 

pada perusahaan asuransi, pada penelitian terdahulu ini membahas terkait dengan   

hubungan antara pendapatan premi dan cadangan dana tabarru‟ yang berpengaruh 

positif dan signifikan mengindikasikan bahwa pendapatan premi merupakan 

faktor penting dalam peningkatan cadangan dana tabarru‟ sementara pada 

penelitian yang akan dilangsungkan membahas tentang bagaimana penyelesaian 

sengketa yang terjadi antara tertanggung dan penanggung melalui jalur non 

litigasi dan ditinjau dari perpektif mashlahat. 

Indra Maya Syara, dengan judul penelitian “Metode Penyelesaian Sengketa 

dalam Kontrak Asuransi Syari‟ah”. Kesimpulan pada penelitian ini ialah 

Berdasarkan Peraturan OJK No 1/POJK.07/2014 diatur penyelesaian sengketa 

                                                           
11

 Nurlaila Adhani, “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim 

Terhadap Cadangan Dana Tabbaru‟ pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”, Tesis 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), hlm. 92. 
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asuransi syari‟ah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) 

yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan juga Badan 

Arbitrase Syari‟ah Nasional (BASYARNAS). Meskipun tidak ada peraturan yang 

secara khusus mengatur penyelesaian sengketa asuransi syari‟ah pada tahap 

litigasi di Indonesia bukan berarti tidak adanya aturan untuk sengketa asuransi 

syari‟ah. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah haruslah merujuk 

pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan 

terhadap Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara/ sengketa ekonomi syari‟ah termasuk dalam bidang asuransi syari‟ah. 

Sehingga Para pelaku bisnis syari‟ah tidak dapat mengajukan sengketa asuransi 

syari‟ah ke Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri. Pada Asuransi Syari‟ah yang 

ada di Samarinda sejauh ini telah menyelesaikan perselisihan/sengketa sesuai 

dengan ketentuan dalam polis asuransi syari‟ah yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak yakni dengan musyawarah/negosiasi. Meskipun dapat terselesaikan 

melalui musyawarah, pihak asuransi syari‟ah di Samarinda pun tetap memberikan 

opsi dalam penyelesaian sengketa asuransi syari‟ah, yakni dapat melalui jalur 

diluar pengadilan dengan menggunakan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi 

Indonesia (BMAI) dan juga Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional (BASYARNAS). 

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara asuransi syari‟ah dengan 

peserta pemegang polis yang mengharuskan menggunakan jalur litigasi, maka dari 

pihak perusahaan tidak keberatan menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Tercantumnya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum dalam 

Ketentuan Umum Polis Asuransi Syari‟ah serta ketidakpahaman pihak asuransi 
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syari‟ah terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan 

kewenangan Pengadilan menunjukkan tingkat kesadaran asuransi Syari‟ah di 

Samarinda masih kurang terhadap adanya kewenangan Pengadilan Agama yang 

berwenang menangani sengketa asuransi syari‟ah yang juga merupakan bagian 

dari sengketa ekonomi syari‟ah. Ketentuan umum dalam polis asuransi syari‟ah 

yang dikeluarkan oleh asuransi syari‟ah telah lebih dulu menadapat persetujuan 

dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan dibawah pengawasan Dewan 

Pengawas Syari‟ah (DPS) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan 

demikian baik asuransi syari‟ah maupun lembaga yang menaungi serta 

mengawasinya juga tidak menyadari dan mematuhi peraturan hukum yang 

memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama ini.12 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang 

dipaparkan di atas adalah terkait dengan objek penelitian, walaupun sama-sama 

membahas penanggung dan sengketa yang terjadi didalamnya, namun objek 

penelitian yang akan diteliti penyusun adalah meneliti sengketa yang terjadi pada 

perusahaan asuransi dengan permasalahan keterlambatan pencairan klain asuransi 

sampai gagal bayar klaim tertanggung, sehingga hal ini menyebabkan 

kepercayaan masyarakat kepada penanggungkian hari menurun. 

Fayakhun Bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-Qasas, dengan judul 

penelitian “Deteksi Kebangkrutan Pada Industri Asuransi Syari‟ah di Indonesia”. 

Ditinjau dari rasio yang dihasilkan, pada tahun 2011 Asuransi Mega Syari‟ah 

meghasilkan rasio sebesar 0.83, artinya setiap pemakaian Rp 1,- aktiva yang 

                                                           
12

 Indra Maya Syara, “Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Asuransi Syariah,”  

Journal Fenomena, Vol. 9:1, (Mei 2017), hlm. 14.  
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dimiliki Asuransi Mega Syari‟ah mampu mengasilkan modal kerja bersih sebesar 

Rp 0,83. Di tahun 2012 Prudential Syari‟ah mampu mendapatkan rasio net 

working capital to total asset 0,62. Asuransi Takaful Keluarga dari tahun 2011 

hingga 2013 menunjukkan nilai rasio retained earning to total assets negatif. 

Hasil rasio ini memungkinkan bernilai negatif dikarenakan nila dari laba ditahan 

yang dimiliki asuransi syari‟ah tersebut juga minus. Semakin tinggi rasio retained 

earning to total assets ini menunjukkan indikasi laba ditahan yang dihasilkan 

asuransi syari‟ah semakin tinggi. rasio retained earning to total asset tertinggi 

dimiliki oleh asuransi Prudential Syari‟ah sebesar 0,71 pada tahun 2015. Pada 

tahun 2011-2015 rasio earning before tax to total assets tertinggi dimiliki oleh 

prudential syari‟ah dengan rasio sebesar 0,86; 0,72; 0,57; 0,54 dan 044. Artinya di 

tahun 2011 setiap penggunaan Rp 1,- aktiva yang dimiliki Prudential Syari‟ah 

mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 0,86. Namun, pada tahun 

2016 dan 2017 Prudential Syari‟ah mengalami penurunan rasio, menjadi 0,01 dan 

0,09. Hal ini dimungkinkan saja terjadi, dikarenakan adanya penurunan nilai laba 

sebelum pajak yang dibukukan. Data rasio book value of equity to book value of 

debt asuransi syari‟ah dari tahun 2011 sampai dengan 2017. PenanggungTakaful 

Keluarga dari tahun 2011 sampai dengan 2017 menghasilkan rasio terendah bila 

dibandingkan dengan penanggunglainnya.
13

 

Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fayakhun bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-qasas dengan judul 

penelitian “Deteksi Kebangkrutan pada Industri Asuransi Syari‟ah di Indonesia”, 

mendeteksi kebangkrutan industri asuransi berdasarkan rasio tahunan sementara. 
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 Fayakhun Bakhtiar, Misbahul Munir, Ahsan Al-qasas, “Deteksi Kebangkrutan pada 

Industri Asuransi Syariah di Indonesia,” Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 

Vol.1:1&2, (Juni-Desember 2018), hlm. 135. 
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Sementara penelitian yang dilakukan penyusun menganalisa terkait dengan 

sengketa permasalahan klaim asuransi antara tertanggung dan pihak asuransi yang 

diselesaikan melalui LAPS SJK. 

Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan, dengan judul 

penelitian “Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan 

Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”, Kesimpulan pada penelitian ini 

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) 

dilakukan oleh BMAI dalam 3 (tiga) bagian yaitu, tahap mediasi, tahap ajudikasi 

dan tahap arbitrase. Putusan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia 

(BMAI) bersifat mengikat bagi para pihak, dal ini dapat dilihat berdasarkan: 

pertama, Berdasarkan surat kepututsan No. 008/SK-BMAI/11.2014 tentang 

Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi Asuransi dijelaskan ketentuan dan 

proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di BMAI, dijelaskan bahwa: 1) 

Hasil mediasi wajib dituangkan dalam surat Kesepakatan Penyelesaian Sengketa 

(SKPS); 2) Jika hasil mediasi adalah pihak termohon bersedia memenuhi 

pemohonan, maka termohon wajib menyelesaikan selambat-lambatnya 30 hari 

terhitung sejak surat kesepakatan mediasi ditandatangani; 3) Jika hasil mediasi 

adalah permohonan pemohon tidak dapat dipenuhi oleh termohon, maka pemohon 

bebas mencari upaya hukum lainnya atau memohon kepada ketua BMAI agar 

sengketanya dapat diselesaikan ke jenjang ajudikasi BMAI. Kedua, berdasarkan 

surat keputusan No. 009/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur 

Ajudikasi Badan Mediasi Asuransi. apabila putusan ajudikasi diterima oleh 

pemohon putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila tidak 

menerima maka dapat melanjutkan kepada tahap arbitrase. Ketiga, berdasarkan 
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surat keputusan No. 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur 

Arbitrase Badan Mediasi Asuransi. Putusan arbitrase bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dan dengan demikian 

tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.14
  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Reza Pahlevi N 

dan Fandi Ramadhan dengan judul penelitian “Proses Penyelesaian Sengketa 

Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuansi Indonesia (BMAI)”, 

adalah terletak pada kajian analisis penelitian, pada penelitian Andi Muhammad 

Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan fokus bahasan adalah terkait dengan 

bagaimana proses penyelesaian sengketa perasuransian di BMAI sedangkan para 

penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah telaah mengapa sengketa itu bisa 

terjadi, permasalahan anatara pihak asuransi dan tertanggung serta bagaimana 

tinjauan mashlahat terhadap penyelesaianya sengketa melalui LAPS SJK. 

Adji Assyafei Solaima, dengan judul penelitian ”Perlindungan Hukum 

Pembeli Polis Asuransi Online”, hasil penelitian nya yakni Perlindungan hukum 

terhadap tertanggung asuransi yang membeli asuransi melalui online dilindungi 

oleh Undang-undang No 40 Tahun 2014, undang undang perlindungan konsumen, 

BW, KUHD Dagang dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat 

disimpulkan bahwa polis asuransi online sebagai dokumen elektronik telah diakui 

keberadaaanya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya 

maupun hasil cetaknya. semua jenis usaha perasuransian asalkan memenuhi 

persyaratan prosedur yang diatur oleh OJK mulai dari terbentuknya usaha 

perasuransian online sampai dengan transaksi online yang menghasilkan polis 

                                                           
14

 Andi Muhammad Reza Pahlevi N dan Fandi Ramadhan, “Proses Penyelesaian Sengketa 

Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuansi Indonesia (BMAI),” Jurnal Binamulia 

Hukum, Vol. 7:2, (Desember 2018), hlm. 42. 
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elektronik. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang 

terbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama.15 

Pada penelitian Adji Assyafei Solaima, dengan judul penelitian 

”Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online” membahas tentang 

supermasi hukum berdasarkan KUHPdt Indonesia. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah terletak pada objek 

penelitian dan pisau analisis yang digunakan. urgensi penelitian yang hendak 

diteliti pada penelitian penyusun meneliti terkait dengan penyelesaian sengketa 

asuransi pada LAPS SJK dengan mashlahat sebagai pisau analisis.  

Sumiyati dengan Judul penelitian “Praktik Asuransi dengan Sistem Multi 

Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian”. Praktik asuransi dengan sistem MLM berdasarkan Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian secara eksplisit tidak 

dilarang, akan tetapi bila ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek hukum 

yang terkait, maka pratik asuransi dengan sistem MLM memiliki risiko terjadinya 

pelanggaran perjanjian oleh pihak agen asuransi maupun pihak 

penanggungkepada pihak tertanggung/pemegang polis. Walaupun hal tersebut 

dapat diminimalisir dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, yang 

mewajibkan kepada pihak penanggung/penanggung dan agen asuransi sebagai 

pihak pelaku usaha maupun tertanggung untuk berhati-hati. Oleh karena itu 

sebaiknya dibuat peraturan atau pasal/klausula yang lebih jelas mengenai risiko 
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Adji Assyafei Solaiman, “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online,” Jurnal 

Hukum Bisnis, Vol. 2:2, (Oktober 2018), hlm. 65.  
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terhadap tindakan agen asuransi yang berdiri sendiri di dalam UU tentang 

asuransi.16 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yakni 

terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh sumiyati 

mengkorelasikan asuransi MLM dengan regulasi hukum yang ada, sementara 

penelitian yang dilakukan penyusun membahas tentang bagaimana penyelesaian 

sengketa asuransi pada LAPS SJK. 

Ratna Syamsiar dengan judul “Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim 

Asuransi Prudental”, hasil penelitianya yakni menunjukan manfaat asuransi 

prudential bagi keluarga sebagai ahli waris memiliki dana yang cukup jika terjadi 

evenemen tertanggung meninggal dunia. Selain itu perlindungan jika mengalami 

sakit harus rawat inap atau cacat tetap secara total akibat penyakit sehingga tidak 

dapat bekerja lagi, sampai perlindungan seumur hidup bagi tertanggung. Manfaat 

lain untuk membiayai biaya pendidikan atau memenuhi kebutuhan tunjangan hari 

tua bagi tertanggung.
17

 

Perbedaan penelian ini dengan penelitian yang dilakuakn oleh penyusun 

yakni pada pokok bahasan, serta pisau analisis pada penelitian yang 

dilangsungkan pada penelitian ini menggunakan alat analisis sosiologis normatif, 

sementara pada penelitian penyusun menggunakan yuridis, normatif dan filosofis. 

Kurnia Sari dengan judul penelitian “Perkembangan Asuransi Kesehatan 

Swasta Di Indonesia Tumbuh Selama Periode 2012 Sampai 2016”. Pada 
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Sumiyati,”Praktik Asuransi dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1:2, 

(Maret 2017), hlm. 211. 
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Ratna Syamsiar, ”Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudental,” 

Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum,  Vol. 7:1, (Januari-April 2013), hlm. 361. 
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penelitian ini menganalisa perkembangan asuransi dalam kurun waktu 4 Tahun, 

didapatkan fakta bahwa uang pertanggungan pada asuransi kesehatan dan 

kecelakaan pada penanggungjiwa cenderung naik walaupun sempat turun di tahun 

2014. Sementara jumlah premi yang diterima perusahaan dan klaim yang harus 

dibayarkan cenderung naik. Dengan melihat rasio klaim maka penanggungjiwa 

untuk kesehatan masih dalam batas yang wajar dalam 5 tahun terakhir, sebaliknya 

bagi asuranasi kerugian yang cenderung tinggi.18 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun ialah 

penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki sifat observasi yang meneliti 

perkembangan asuransi kesehatan swasta di Indonesia selama kurun waktu 2012-

2016 sementara penelitian yang dilakukan penyusun meneliti tentang bagaimana 

proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada LAPS SJK yang 

ditinjau dari pendekatan yuridis, normatif dan filosofis. 

Sumarni dengan judul penelitian “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan 

Hukumnya”,  hasil dari penelitian ini adalah perjanjian dalam polis asuransi yang 

harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang 

diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana dalam prinsip ini tidak hanya 

memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan 

klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para 

pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

(arbitrase/mediasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bilamana atas 

                                                           
18

 Kurnia Sari, “Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta Di Indonesia Tumbuh Selama 

Periode 2012 Sampai 2016”, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Vol, 2:2, (Juni 2017), hlm.49. 
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permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah 

oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut.19  

Pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian apabila terjadi 

perselisihan antara keduabelah pihak melalui arbitrase. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah terletak pada pendekatan 

yang digunakan serta objek pembahasan sebagai masalah yang hendak diteliti.  

Achmad dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pilihan Kebijakan Underwriting Pada Asuransi Mikro”, dengan hasil penelitian 

yakni peluang perubahan kebijakan Underwriting apabila ada LKM yang 

memiliki karakteristik tersebut adalah sebesar 16% lebih besar dibandingkan 

LKM yang tidak memiliki karakteristik tersebut, dengan kata lain, LKM yang 

memiliki karakteristik: rata-rata usia masuk peserta di atas 40 tahun, berbadan 

hukum selain BPR dan Koperasi, rata-rata jumlah kredit/pembiayaan yang 

disalurkan lebih dari Rp. 50.000.000, berdomisili di pulau Sumatera, rata-rata 

tenor kredit/pembiayaan lebih dari 2 tahun dan tidak menerapkan prinsip syari‟ah 

(konvensional) berpeluang untuk tidak menerapkan saran OJK untuk 

menyelenggarakan program SMES untuk Asuransi Mikro.
20 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

pendekatan penelitian dan objek pada penelitian, penelitian yang dilakukan 

achmad menelaah terkait dengan underwriting pada asuransi mikro dengan 

menggunakan tinjauan yuridis sosiologis sementara pada penelitian yang 

dilakukan oleh penyusun menelaah terkait dengan penyelesaian sengketa oleh 
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Sumarni, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya,” Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 3:1, (Maret 2019), hlm. 34. 
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 Achmad, “Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Pilihan Kebijakan Underwriting 

Pada Asuransi Mikro,” Jurnal Syarikah , Vol.1:2, (Desember 2015), hlm.75. 
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LAPS SJK yang memiliki 3 tahapan yakni mediasi serta arbitrase menggunakan 3 

pendekatan yakni filosofis, normatif serta yuridis. 

Sugandi Ishak dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)”, dengan hasil 

penelitian yakni dibentuknya LAPSSJK oleh OJK seolah-olah ingin mengurangi 

kewenangan BPSK dengan mempertegas batasan antara konsumen 

perbankan/non-perbankan dan konsumen lainnya yang sebelumnya tidak 

dibedakan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan.  Namun 

keberadaan LAPS-SJK ini menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa 

konsumen. Apalagi peraturan mengenai kewenangan/kompentensi absolut dari 

kedua alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur secara tegas. Sampai 

saat ini, masih banyak konsumen yang lebih memilih BPSK sebagai penyelesaian 

sengketa karena prosedurnya dianggap lebih jelas dan lebih memberikan 

perlindungan, salah satunya dengan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa 

secara berjenjang. Begitu pula dengan pelaku usaha yang enggan memilih LAPS-

SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan lebih memilih 

penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat/kekeluargaan lebih baik. 

Apabila tidak tercapai mufakat/perdamaian, penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan negeri menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh pelaku usaha 

untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen karena lebih pasti. Putusan 

BPSK yang seharusnya bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, pada 

kenyataannya dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Hal 

ini tentu bertentangan dengan sifat final dan berkekuatan hukum tetap. Konsumen 
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yang merasa dirugikan tentunya menginginkan penyelesaian yang memberikan 

kepastian hukum. Namun dengan adanya upaya hukum keberatan akan 

menyebabkan penyelesaian sengketa di BPSK menjadi tidak efisien. Demikian 

pula dengan putusan LAPS-SJK yang hanya dapat dilaksanakan apabila 

konsumen menerima putusan tersebut, jika sebaliknya konsumen tidak mau terima 

putusan dan merugikan pelaku usaha, maka sudah barang tentu pelaku usaha 

dapat  melakukan upaya hukum mengajukan gugatan kepada konsumen di 

pengadilan negeri. Di sini terlihat bahwa LAPS-SJK ingin melindungi 

kepentingan si konsumen. Namun kondisi ini justru membuat pelaku usaha jasa 

keuangan (khususnya perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam APPI) 

menjadi khawatir akan independensi LAPS-SJK dalam menyelesaikan sengketa 

konsumen. Maka dari itu, masih banyak anggota APPI yang tidak mau 

menundukkan diri pada LAPS-SJK.21 

Pada penelitian Sugandi Ishak membahas mengenai pilihan para pihak yang 

berselisih dalam menyelesaikan permasalahnya. BPSK dianggap lebih relevan 

dalam penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan penelitian yang akan 

penyusun bahas mengenai bagaimana prosedur dan akibat hukum dari 

penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK dengan pendekatan yuridis, 

filosofis, normatif. 

Nurul Ichsan dengan judul penelitian “Peluang dan Tantangan Inovasi 

Produk Asuransi Umum Syari‟ah”, dengan hasil penelitian yaitu Asuransi 

kerugian, memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, 

                                                           
21

 Sugandi Ishak, “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa 
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kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul 

dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa, memberikan jasa dalam 

pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang 

dipertanggungkan.22 

Pada penelitian ini memiliki perbedaan yaitu tinjauan pada telaah masalah 

yang bersifat observasi dan telaah manfaat pada asuransi sementara pada 

penelitian penyusun membahas terkait dengan penyelesaian sengketa pada LAPS 

SJK dengan pokok bahasan yang sama yakni penyelesaian sengketa asuransi.  

Chandra Dewi Puspitasari dengan judul penelitian “Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”, dengan 

hasil penelitian putusan BMAI bersifat mengikat bagi perusahaan asuransi di 

Indonesia, hal tersebut termuat dalam AD/ART BMAI maka apabila putusan 

BMAI tidak dilaksanakan oleh penanggung maka BMAI akan melaporkan 

penanggungtersebut ke departemen keuangan negara yang nantinya akan ditindak 

lanjuti olehdepartemen keuangan tersebut.23 

Penelitian ini memiliki perbedaan pada pendekatan yang dipergunakan 

untuk menganalisis sebuah permasalahan, pada penelitian penyusun menggunakan 

tiga pendekatan yakni yuridis, normatif serta filosofis sementara pada penelitian 

yang dilakukan oleh Chandra menggunakan pendekatan yuridis saja. 

Yulia Kusuma Wardani dengan judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa 

pada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (BMAI)”, hasil penelitianya adalah 
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Ekonomi Islam, Vol, 7:2, (September 2016), hlm. 156. 
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kriteria sengketa asuransi yang dapa dimintakan penyelesaianya ke Badan Mediasi 

dan Arbitrase Indonesia (BMAI) adalah hanya sengketa dibidang asuransi atau 

perasuransianya yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung, sementara 

nilai tuntutan ganti rugi menjadi acuan bagi suatu sengketa untuk dapat 

diselesaikan pada BMAI.
24

 Penelitian ini memiliki perbedaan terletak pada tempat 

dan tahun penelitian dilangsungkan serta teknik analisis data yang penyusun 

gunakan. 

Diana Mutia Habibaty dengan judul “Disparitas Penyelesaian Sengketa 

Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syari‟ah dan Putusan Pengadilan.” Hasil 

penelitian  ini diketahui bahwa masih ditemukan polis dan perkara asuransi 

syari‟ah yang tidak menggunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan 

sengketa asuransi syari‟ah. Hal ini dapat dilihat pada lima klausula polis asuransi 

yang dianalisis, diketahui bahwa pilihan forum (choice of forum) penyelesaian 

sengketa litigasi pada beberapa polis tersebut masih terdapat perbedaan yaitu pada 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kemudian, ditemui pula dua putusan 

asuransi syari‟ah yang diselesaikan pada Pengadilan Agama, yaitu Putusan No. 

1221/Pdt.G/2009/PA.JS dan Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Serta dua 

Putusan yang diperkarakan pada Pengadilan Negeri, yaitu Putusan Nomor 

393/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.25 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan sengketa 

yang diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Sedangkan penelitian yang 
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akan penyusun lakukan ialah penyelesaian sengketa pada LAPS SJK dengan 

pendekatan yuridis dan filosofis. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun paparkan maka perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penyusun lakukan ialah terletak pada, 

pendekatan penelitian, objek penelitian, serta tempat dan tahun penelitian 

dilangsungkan. Penelitian yang akan penyusun lakukan tentang penyelesaian 

sengketa asuransi pada LAPS SJK memenuhi unsur kebaruan. 

E. Kerangka Teori 

1. Penyelesaian Sengketa Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia 

Di Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum 

positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Artbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK N0 61 Tahun 2020 Tentang Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai 

perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih 

dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan 

dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. 

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa adalah wujud nyata negara dalam mengaplikasikan dan 

mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-

undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah bisnisnya diluar pengadilan, baik 

melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. 

2. Rational Choice Theory (RCT) 

Sudah lama muncul asumsi bernuansa ekonomi yang memprediksi bahwa 
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perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan kemungkinan mendapatkan 

profit. Para sosiolog mencoba membangun teori di sekitar ide dasar bahwa seluruh 

tindakan pada dasarnya adalah rasional, dan orang-orang terlebih dahulu 

menghitung biaya dan keuntungan dari setiap tindakan, sebelum mereka 

memutuskan untuk melakukannya.  Pendekatan inilah yang akrab dikenal 

Rational Choice Theory (RCT). Fakta bahwa tindakan manusia adalah rasional, 

tentu saja diakui oleh kebanyakan sosiolog, namun mereka melihat tindakan-

tindakan rasional berdampingan dengan bentuk-bentuk tindakan lainnya, melihat 

tindakan manusia sebagai tindakan yang melibatkan elemen rasional dan non-

rasional.
26

 

RCT ini pada mulanya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, 

lalu diadopsi oleh sosiologi, psikologi, ilmu politik bahkan ilmu humaniora. 

Meskipun berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi RCT baru populer sekitar 

tahun 1990-an dan mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah 

munculnya penerbitan Jurnal Rationality and Society pada tahun 1989 dan 

berdirinya Rational Choice Section pada tahun 1994 di negara tersebut.
27

 Dengan 

demikian, RCT memiliki sejarah panjang dalam Sosiologi. Dimulai dari Max 

Weber yang menekankan pentingnya „rasional‟ sebagai dasar penjelasan 

Sosiologi, dan baru pada tahun 1980-an, pendekatan pilihan rasional mulai 

muncul secara lebih jelas dalam sosiologi. Dalam hal ini, ada beberapa tokoh yang 
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memberikan kontribusinya.
28

 

Tokoh yang paling pengaruh terhadap RCT adalah James Coleman. Karya 

Coleman yang berjudul Foundations of Sosial Theory (1990) sejauh ini 

merupakan kontribusinya yang paling penting. Dalam karya tulisnya yang hampir 

mencapai 2.000 halaman ini, Coleman menunjukkan bahwa sejumlah bidang 

kajian sosiologi, seperti normanorma, sistem otoritas, kepercayaan dan tindakan 

kolektif dapat dikaji dari perspektif  RCT.  

3. Teori Keadilan Islam 

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek 

ketuhanan,yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara 

manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam 

hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu 

Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (siyasah syar‟iyyah). 

Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya  kesadaran bahwa 

penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan 

aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa s yariah. 

Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan 

oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan 

yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan 

syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil 

adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan 
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Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi  Islam.
29

 

Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang 

memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep 

tersebut adalah maslahah. Istilah maslahah dalam kajian hukum Islam dipakai 

dalam dua pengertian, yaitu maslahah mursalah dan maslahah sebagai al-

maqasidal-syariyyah. Maslahat menurut pengertian pertama (maslahat) adalah 

salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan 

kebaikan umum. Maslahat sebagai sebuah metode penggalian hukum mula-mula 

diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode 

maslahat digunakan secara luas untuk memecakhan masalah-masalah yang tidak 

ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur‟an dan sunnah.  

Pengertian maslahat sebagai maqa>s}id Asy-Syari>}{‟ah dikembangkan 

oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Ghazali dan 

mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. Maslahat dalam pengertian 

maqa>s}id Asy-Syari>}{‟ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang 

ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang 

bersifat mendasar, sekunder, dan suplementer. Kepentingan manusia yang bersifat 

mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-khamsah, yaitu memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan 

memelihara jiwa. 
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 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), hlm. 121. 



28 

 

 

 

F.  Metode Penelitian 

Metode  Penelitian adalah  suatu  kegiatan ilmiah  yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 

menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.
30

 Dalam hal ini penyusun 

memperoleh  data  dari  penelitian  lapangan dan pustaka tentang 

penyelesaian sengketa asuransi di D SJK. 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif.
31

 Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) yang pada dasarnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah secara yuridis, filosofis 

dan normatif. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan dengan 

menggunakan hukum positif sebagai alat analisisnya hukum positif 

yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah regulasi 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK No 61 Tahun 2020 

Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alat analisis selanjutnya 
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yakni adalah filosofis dengan menggunakan teori kalkulasi untung 

rugi/ Rationl Choice Theory (RCT). Sedangkan untuk pendekatan 

normatif digunakan teori keadilan Islam sebagai alat analisis.32
  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian.33 Metode pengumpulan data yang di gunakan 

dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini melalui studi 

kepustakaan yang memiliki relevansi dengan judul yang ingin diteliti. 

Data primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif 

yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan.34
 Data primer dari 

penelitian ini yakni penyelesaian sengketa antara tertanggung dan 

penanggungpada LAPS SJK. 

3. Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 

dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data 

yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw 

data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.35
 Pengecekan dan 

pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah yang akan di bahas. 
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Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di 

sesuaikan dengan kajian penelitian, maksudnya adalah bahwa analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persoalan dalam judul 

terkait.   

Metode berfikir dalam penyusunan menggunakan metode 

berfikir   deduktif-induktif. Metode deduktif-induktif yaitu metode 

yang   mempelajari suatu gejala yang khususnya mendapatkan kaidah-

kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki.36
   

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat pokok bahasan tentang  

pendahuluan yang memuat terkait dengan latar belakang masalah yang akan 

memaparkan terkait dengan permasalahan pada judul yang akan penyusun 

teliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka 

untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama, metode penelitian yang 

memaparkan  terkait dengan cara dan langka-langkah untuk menganalisa 

data temuan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mensistematisi 

penyusunan pada penelitian ini.  

BAB II Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia, memuat 

secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan  judul yang di tuangkan 

pada landasan teori. Pada landasan teori ini akan di paparkan terkait dengan 

penyelesaian sengketa menurut Undang-undang, penyelesaian sengketa 
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berdasarkan kalkulasi untung rugi, dan keadilan menurut prespektif Islam 

dalam penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis.  

BAB III Penyelesaian Sengketa Asuransi di LAPS SJK, memuat 

uraian deskripsi objek penelitian yang diuraikan pada dua sub bab, yakni: 

a. Gambaran Umum LAPS SJK 

b. Penyelesaian Sengketa Asuransi Di LAPS SJK 

BAB IV Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Di LAPS SJK, 

memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan pada 2 sub bab 

yakni: 

a. Mengapa Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Arbitrase 

Lebih Banyak Digunakan? 

b. Apa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara klausul 

kontrak diawal akad dengan realisasi kontrak diakhir akad? 

BAB V Penutup, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran 

dan rekomendasi.Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan di 

dapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, 

berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh 

pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran 

ditujukan pada dua hal yaitu:  

a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya 

anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan . 
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b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan kepada instansi 

terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasrakan hasil penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada teori 

yang sesuai, maka didapatkan kesimpulan pada penelitian ini. Kesimpulannya 

ialah sebagai berikut: 

1. Perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan kemungkinan 

mendapatkan profit.  Dengan demikian sudah jelas bahwa seluruh tindakan 

didasarkan kepada kalkulasi untung rugi. Implikasi lebih jauh adalah apakah 

kepentingan pemohon yang bersifat rasional dan subyektif terakomodasi 

atau tidak. Pada dasarnya setiap pihak yang bersengketa sebelum membuat 

laporan ke LAPS SJK sudah terlebih dahulu melewati rangkaian 

musyawarah yang tidak diakhiri mufakat. Ketika antara keduabelah pihak 

tidak ada titik temu (saling ngalah), maka arbitrase menjadi solusi terbaik 

bagi keduabelah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Sebelum pemohon 

mendaftarkan penyelesaian sengketa asuransi di LAPS SJK, pemohon telah 

melakukan analisis apakah upaya penyelesaian melalui mediasi ataupun 

arbitrase yang lebih menguntungkan baginya. Jika berdasarkan analisis 

pemohon penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dialog antara 

pemohon dan termohon, maka tentu mediasi akan dipilih dalam 

penyelesaian sengketa. Namun jika mediasi tidak memungkinkan 

menghadirkan solusi bagi pemohon maupun termohon, maka arbitrase yang 

akan dipilih oleh pemohon. Arbitrase diminati oleh pihak-pihak yang 

bersengketa, karena putusanya final dan mengikat serta tata caranya bisa 
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cepat tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan dalam proses pengadilan. Dalam hal Para Pihak tidak 

melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu 

Pihak yang bersengketa. Selain itu adanya monitoring yang dilakukan oleh 

LAPS SJK maupun OJK. Monitoring dilakukan untuk memastikan para 

pihak melaksanakan hasil putusan ataupun kesepakatan. Oleh karena itu 

putusan melalui arbitrase lebih banyak dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa karena lebih memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan 

putusan.  

2. Ketidaksesuaian antara klausul kontrak di awal akad dengan realisasi 

kontrak di akhir akad disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal ialah faktor yang bersumber dari dalam perusahaan asuransi. Dalam 

penyelesaian klaim yang diajukan tertanggung, perusahaan asuransi sangat 

bergantung dengan rasio profabilitas dan rasio likuiditas. Jika kedua rasio 

ini dalam keadaan baik maka tidak akan ada keterlambatan pencairan klaim 

yang mengakibatkan sengketa, namun jika rasio ini tidak dalam keadaan 

baik maka akan menjadi salah satu penyebab sengketa. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan asuransi, yaitu 

tertanggung. Dalam kotrak/akad yang terjadi antara tertanggung dan 

penanggung dalam sebuah perikatan asuransi tidak dibarengi dengan 

pemahaman yang mendalam bagi tertanggung sebagaimana ketentuan yang 

terdapat di dalam polis. Misalnya terhadap polis lapse yang tetap diajukan 
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pencairan klaim oleh tertanggung dan keterlambatan pemenuhan 

persyaratan administrasi oleh tertanggung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang dihasilkan ialah sebagai 

berikut: 

1. Dalam pelaksanannya LAPS SJK harus memastikan dan memantau 

kredibilitas bagi arbiter maupun mediator. Unsur yang ada dalam LAPS SJK 

baik itu pengawas, sampai mediator dan arbiter haruslah orang yang tidak 

mempunyai keterikatan dengan PUJK. 

2. Dalam menjalankan peran dan fungsinya LAPS SJK harus lebih 

memaksimalkan kinerjanya, sesuai dengan prinsip yang sudah tertera dalam 

POJK No 61 tahun 2020, selain itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa 

yang diselesaikan melalui LAPS SJK guna mencapai kemaslahatan antar 

keduabelah pihak yang bersengketa. 
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